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KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA BOGOR TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

Menimbang - a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat
(3) huruf ¢, huruf j, huruf k, huruf I, dan huruf m, Pasal
42 huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, Pasal
45 huruf k. huruf 1, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p
dan huruf q Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan
bahwa Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota
dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota
adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis
untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan
BupatiWalikota berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;,

b. bahwa ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata
Cara Pelaksanaan Rekapitulast Hasil Penghitungan
Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia
Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan,
Pengangkatan, dan Pelantisan, Untuk keperluan
Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan
Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU
Provinsi atau KPU Kabupalen/Kota menelapkan
pedcman leknis tentang tata cara pelaksanaan
penghitungan suara di KPU Provinsi,
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Mengingat
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Calon Terpilie dalorm Pomilitin Valikata dan 2aki
Walikota Dogor Tahun 2008 dangan Foputusan Ko
Promilihan Umum Kota Bogor,

Undang Undang  Nomaor 52 Tahun 2004 tantang
Pometntahan Daotah sobagamana lolah boborapa
kall diubah torakhie dengan Undanzg Undang Hameor 17
Fahun 2000 toptang — Porubahan  Fodaa - Alas
Undang-Undang  Homor 32 Tahun 2004 tantarg
Pomorntalian Daotah (Lombatan Hogara Hopubliv
Indonesia — Tahun 2000 Homor 59, Tambahan
Lembaran Nogara Hopublik Indonosia Homor Alidd),

Undang -Undang Nomor 2 Taliun 2008 tontang Farta
Poltik (Lombaran Hogara Ropublik Indonosia Fahin
20068 Nomor 2, Tambahan Lombaran Hegara Hapubhi
Indonesla Nomor 4801) sobagalimana tolah divbal
dongan Undang - Undang Homor 2 Tahun 2011
lontang Porubahan Atas Undang Undang Maomaor 2
Tahun 20008 tontang Partal Politik,

Undang-=Undang  Nomor 10 Tahun 2008 tentany
Pomilihan  Umum  Anggota  Dewan  Porwakilan
kyat,Dowan Porwakilan Daorah dan Dewan Porwakilan
Rakyal Dactah (Lembaran Hogara Republik Indonosia
Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lombaran Hegara
Republik Indonesia Nomor 4836) sobagaimana teslah
diubah dengan Undang-Undang Homor 17 Tahun
2000 tentang  Penolapan  Peraturan Pomerintah
Penganti Undang-Undang  Nomor 01 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Unediang
Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilibian
Umum Anggota Dewan Porveakllan Rakyat, Dewan
Porwakilan Dacrah dan Anggota Dewan Pensakilan
Rakyal Daerah (Lembaran Hogara Republie Indonesi
Tahun 2000 Nomor 78 Tambahan Lembaran Hegara
[epublik Indonesia Nomaor 500593,
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5246);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah ~ Nomor 49
Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Pomerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun
2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilhan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat  Jenderal Komisi Pemilihan  Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun
2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur,
danKebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian
Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan_ Wakil Kepala Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang

~
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10.

1.

12.

13.

14.

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma,
Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan Serta
Pendistribusian  Perlengkapan  Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun
2009 tenlang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan
Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di
Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15
Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan
Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun
2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;,

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun
2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data
dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun
2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan,
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi
Pemilihan Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih,
Pengesahan, Pengangkatan, dan Pelantikan.

Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan
Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012
tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor
Nomor 01 Tahun 2013 tentang Penetapan Hari dan
Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Bogor Tahun 2013;
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Memperhatikan

15.

16.

17.

18.

19.

20.

1.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor
02 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan ~ Pemilihan Walikota dan Waril
Walikota Bogor Tahun 2013.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor
Nomor 03 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panita  Pemungutan  Suara, dan  Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013,

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor
Nomor 04 Tahun 2013 lentang Pedoman Teknis
Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, Kelompok Penyeienggara
Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bogor
Tahun 2013,

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor
Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Tata
Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun
2013,

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor
Nomor 08 Tahun 2013 tentang Penetapan Norma,
Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan Serta
Pendistribusian ~ Perlengkapan  Penyelenggaraan
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun
2013,

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun
2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan
Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun
2013 di tempat Pemungutan Suara.

Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor
282/KPUNINZ012 Tanggal 19 Juli 2012 Perihal
Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2011 dan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPS.

Keputusan Rapal Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota
Bogor Hari Sabtu Tanggal 16 Februari 2013.
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MEMUTUSKAN :

Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara oleh Panitia Pemungutan
Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi
Pemilihan Umum Kota Bogor serta Penetapan Calon
Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Bogor Tahun 2013.

Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara oleh Panitia Pemungutan
Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi
Pemilihan Umum Kota Bogor serta Penelapan Calon
Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Bogor Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 16 Februari 201 3

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

“Z Salinansesuai aslinya KETUA

ttd

AGUS TEGUH SURYAMAN, SH., S.KH

Encep Moh Ali Alhamidi, SH.MH
NIP: 19610404 198203 1 004

O
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LAMPIRAN | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

NOMOR : 17 TAHUN 2013
TANGGAL : 16 FEBRUARI 2013

TENTANG : PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR SERTA
PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BOGOR TAHUN 2013

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN

WAKIL WALIKOTA BOGOR TAHUN 2013

A. PENDAHULUAN

1.

Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 terdiri dari beberapa
kegiatan yang wajib diselenggarakan oleh Penyelenggara Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013, yaitu Panitia Pemungutan
Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kota
Bogor.

Pedoman Teknis ini disusun sebagai pedoman bagi Panitia Pemungutan
Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kota
Bogor, dalam tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi
Pemilihan Umum Kota Bogor, serta Penetapan Calon Terpilih dalam
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013.

B. TUJUAN

Memberikan pedoman pelaksanaan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan
Kecamatan, dan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, serta Penetapan Calon
Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013, agar
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dapat  berlangsung sesual  dengan  tahapan,program  dan o Jadwal
penyelenggaraan yang telah ditetapkan.

. PENGERTIAN UMUM
Dalam pedoman teknis Ini yang dimaksud dengan:

1,

Pemilihan Walikota dan Wakil Wallkota Bogor Tahun 2013, selanfutnya
disebut Pilwalkot Bogor Tahun 2013 adalah  sarana  polaksanaan
kedaulatan rakyat di Kola Bogor untuk memilih Wallkota dan Wakil Walikota
Bogor untuk masa jabatan 2014-2019 yang dilaksanakan secara [angsung,
umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berlandaskan Pancasila, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1045 serta Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenlang Pemaerintahan  Daarah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-tndang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor,

Partai politik adalah partai politik peserta Pemilihan Umum sebagalmana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Gabungan Partai Politik adalah dua Partal Politik atau lebih poserta
Pemilihan Umum yang bersama-sama bersepakal mencalonkan 1 (satu)
pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;

Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partal Politik atau
sebutan lainnya, atau para Ketua atau para Sekrotaris Gabungan Partal
Politik Tingkat Kota Bogor sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan,

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013,
selanjulnya disebut pasangan calon adalah peserta Pilwalkot Bogor Tahun
2013 yang diusulkan oleh Partal Politik dan/atau Gabungan Partai Politik
atau Pasangan Calon Perseorangan yang telah memenuhi porsyaratan,

Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada harl dan tanggal

pemungutan suara Pilwalkot Bogor Tahun 2013 sudah genap borusia 17

(tujuh belas) tahun atau lebih dan/atau sudah/pernah kawin dan memenuhi

syarat sebagai pemilih, yaitu memenuhi ketentuan :

a. nyala-nyala lidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

b. tidak sedang dicabul hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memiliki kekuatan hukum tetap;
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bukan anggota TNI/Polri aktif;
berstatus sebagai penduduk di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6
(enam) bulan sebelum penetapan Daftar Pemilih Sementara;

€. terdaftar sebagai pemilih sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku;

an

G 50misi Pemilihan Umum Kota Bogor yang selanjutnya disingkat KPU Kota
Sogor adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Bogor Tahun 2013;

o

Panft@a Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah
F’_anma yang dibentuk oleh KPU Kota Bogor untuk menyelenggarakan
Pilwalkot Bogor Tahun 2013 di tingkat Kecamatan;

10.Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah Panitia
yang dibentuk oleh KPU Kota Bogor untuk menyelenggarakan Pilwalkot
Bogor Tahun 2013 di tingkat Kelurahan;

11.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat
KPPS adalah petugas/kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU
Kota Bogor untuk menyelenggarakan Pemungutan dan Penghitungan
Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pilwalkot Bogor Tahun 2013;

12.Panitia Pengawas PemiluLapanganyang selanjutnya disingkat PPL adalah
panitia pengawas yang dibentuk oleh Pengawas Pemilihan Kecamatan
yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pilwalkot Bogor Tahun 2013
di wilayzh kelurahan;

sk
W

.Saksi pasangan calon yang selanjutnya disebut saksi adalah seseorang
yang diberi surat mandat secara tertulis dari Pasangan Calon atau Tim
Kzmpanye Pasangan Calon untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan
dan perhitungan suara di TPS dan rekapitulasi Penghitungan suara di PPS,
PPK, dan KPU Kota Bogor,

14. Pemantau Pemilinan yang selanjutnya disebut Pemantau adalah Pelaksana
Pemantauan Pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari
¥PU Kota Bogor;

15.Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013
yang selanjutnya disebut sural suara, adalah surat suara yang memuat
ztau berisi nomor, nama dan foto pasangan calon yang digunakan pemilih
untuk memberikan pilihannya di Tempat Pemungutan Suara dsngan
cpesifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma,
Standar, Prosedur, danKebuiuhan Pengadaan Serta Pendistribusian
Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

9
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Wakil

Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010;

16 Kolak suara dan bilk suara adalah kotak suara dan bilik suara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma,
Standar, Prosedur, danKebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian
Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010;

17.Hari adalah hari kalender.

D. TATA CARA PELAKSANAAM REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA DI KELURAHAN OLEH PANITIA PEMUNGUTAN

SUARA

1. Perlengkapan

a. Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima dari KPU Kota Bogor
perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi hasil penghitungan
perolehan suara di Kelurahan terdiri atas:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Formulir-formulir untuk berita acara, sertifikat dan tanda terima;
sampul kertas;

segel Pilwalkot Bogor 2013;

spidol;

ballpeint;

lem perekat;

b. Jenis formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
sebagaimana dimaksud dalam Nomor 1 huruf a.1), terdiri atas:

1)

2)

3)

4)

Formulir Model D-KWK.KPU untuk Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara dalm Pilwalkot Bogor Tahun 2013 di Tingkat
Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara;

Formulir Model D1-KWK.KPU untuk Catatan Pelaksanaan
Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilwalkot Bogor Tahun 2013
di tingkat Kelurahan;

Formulir Model D1-KWK.KPU Ukuran Besar untuk Catatan
Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilwalkot Bogor
Tahun 2013 di tingkat Kelurahan;,

Formulir Lampiran Model D1-KWK.KPU untuk Sertilikat Rekapitulasi
hasil penghitungan suara Pilwalkot Bogor Tahun 2013 di tingkat
Kelurahan;

10
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5) Formulir Lampiran Model D1-KWKKPU Ukuran Besar untuk
Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilwalkot Bogor Tahun 2013
di tingkat Desa/Kelurahan;

6) Formulir Model D2-KWK.KPU untuk Pernyataan Keberatan Saksi
dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi
penghitungan suara Pilwalkot Bogor Tahun 2013 di tingkat
Kelurahan;

7) Formulir Model D3-KWK.KPU untuk surat pemberitahuan waktu dan
tempat rekapitulasi penghitungan suara Pilwalkot Bogor Tahun
2013 di tingkat Kelurahan;

8) Formulir Model D4-KWK.KPU untuk Surat pengantar;

9) Formulir Model D5-KWK.KPU untuk Berita Acara Penerimaan kotak
suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia
Pemungutan Suara;

10)Formulir Model D6-KWK.KPU untuk Tarnda Terima penyampaian
Berita Acaradan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
dalam Pilwalkot Bogor Tahun 2013 di tingkat Kelurahan.

. Sampul kertas (Sampul IV.S.1-KWK.KPU) digunakan untuk memuat

formulir berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara pasangan

calon Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 sebagaimana

dimaksud pada nomor 1 huruf b.1), huruf b.2), huruf b.4) dan huruf b.6).

. Segel Pilwalkot Bogor Tahun 2013 digunakan untuk menyegel dengan

cara ditempel pada :

1) sampul kertas;

2) lubang kunci/gembok kotak suara yang berisi berita acara dan
sertifikat;

3) Lubang Kotak Suara

. Spidol untuk mencatat penghitungan suara pada formulir Model D1-

KWK.KPU ukuran besar dan Lampiran D1KWK KPU ukuran besar.

. Ballpoint untuk alat kerja.

. Lem perekat digunakan untuk menempel sampul kertas dan segel

Pilwalkot Bogor Tahun 2013 setelah selesai rapat rekapitulasi hasil

penghitungan perolehan suara di PPS.

_ PPS mempersiapkan Ruang rapat dalam rangka rekapitulasi hasil

penghitungan perolehan suarayang dapat memuat peserta rapat yaitu

dari saksi pasangan calon walikota dan wakil walikota/tim kampanye,

Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau, masyarakal serta penempatan

kotak suara yang berisi Berita Acara (Model C-KWK.KPU) dan sertifikat

(Model C1 - KWK.KPU dan Lampiran C1 -KWK.KPU) dari seluruh TPS

dalam wilayah kerja PPS.

idih.kpu.go.id/jabar/bogor-kota




2. E;r;tgimaan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari

a. Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima Berita Acara dan sertifikal
H;sil Penghitungan Suara beserta perlengkapan administrasi TPS
lainnya dalam kotak suara yang masih dikunci dan disegel dari KPPS.

b. PPS menandatangani Tanda Terima Berita Acara Pemungutan Suara
dan Penghitungan Suara di TPS menggunakan formulir  Model
C9-KWK.KPU;

c. PPS menerima seluruh kotak suara yang berisi hasil penghitungan
suara pasangan calon walikota dan wakil walikota dari TPS pada hari
yang samasetelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di
TPS selesai.

d. Kotak suara yang berisi surat suara, Berita Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemiiihan
Walikota dan Wakil Walikota Bogor di TPS, disimpan pada tempat yang

memadai dan dapat dijamin keamanannya.

3. Penyusunan Jadwal dan Pemberitahuan Pelaksanaan Rapat
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat PPS

a. Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di PPS dilaksanakan paling lama
2 (dua) hari setelah pemungutan dan penghitungan suara di TPS yaitu
tanggal 15 sampai dengan tanggal 16 September 2013.

b. PPS menyusun jadwal waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi, sehingga
rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon
walikota dan wakil walikota, dapat diselesaikan dalam waktu
sebagaimana dimaksud pada huruf a.

c. Ketua PPS sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan
kepada peserta rapat yaitu saksi, dan Pengawas Pemilu Lapangan
mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan
suara tingkat PPS, paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan
rapat.

d. Dalam surat pemberitahuan/undangan sebagaimana dimaksud pada
huruf ¢, untuk tertib penyelenggaraan rapat rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara di PPS, dicantumkan ketentuan :

1) saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang
ditandatangani oleh pasangan calon/tim kampanye pasangan calon
tingkat Kota Bogor atau tingkat kecamatan kepada petugas PPS;

2) Kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat,
menyerahkan undangan kepada petugas PPS:;

3) hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rapat;

4) tempat pelaksanaan rapal; dan

5) saksi hadir tepat waktu/sebelum rapat dimulai.
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4. Pen:

&
WIOAMMETPLO <(OTO D

apan Ruang Rapat

-S dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas
serta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi Berita Acara
- mungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK.KPU) dan

tifikat HasilPenghitungan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil

. likota Bogor (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran C1- KWK .KPU) dari

Jruh TPS di wilayah kerja PPS.

ibila ruang rapat yang terdapat di kantor PPS tidak memenuhi
asitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi Berita
ira Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil
ighitungan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
.or sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPS berkoordinasi
gan Lurah setempat untuk mendapatkan ruang rapat yang

- nenuhi kapasitas.

:ng rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b sudah

dis’'apkan paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat

re’
d. PF
k=

SE:

5. Peny

a. Pe
p=
2

G

o

pitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
3 mengadakan koordinasi dengan Kepala Kelurahan dan pihak
manan dalam rangka pengamanan perlengkapan dan kotak suara
agaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

pan Bahan Rapat

g lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil
jhitungan perolehan suara, PPS menyiapkan bahan rapat, antara

‘otak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara
semungutan dan Penghitungan Suara serta Sertitikat Hasil
>enghitungan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
logor di TPS di wilayah kerja PPS.

arlengkapan administrasi dan sarana hasil penghitungan perolehan
uara sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 huruf a, huruf b, huruf
‘huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g.;

aftar hadir peserta rapat; dan

lat tulis kantor.

:lum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan
3, PPS melakukan kegiatan :

1engatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan
Jara dan tempat duduk Saksi dan Pengawas Pemilu Lapangan
aria Ketua KPPS diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan
:kapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat diikuti oleh
=mua yang hadir dengan jelas;

'engatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian
pa,sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapal rekapitulasi
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hasil penghitungan perolehan suara, yaitu formulir serl Model D-
KWK.KPU rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, sampul
hertas/kantong plastik pembungkus serta segel, dan  peralatan
lainnya; dan

3) menempatkan kotak suara yang masih dikunci dan disegel di dekat
meja pimpinan PPS serta menyiapkan anak kuncinya.

G Pembagian Tugas

a. Ketua PPS memberikan penjelasan mengenai pembagian tugas kepada
anggota PPS, dan Sekretariat PPS dalam rangka pelaksanaan rapat
reKapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;

b. Pembagian tugas Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada huruf a
dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghilungan perolehan suara
ditentukan :

1) Ketua PPS memimpin rapat rekapitulasi hasil penghitungan
perolehan suara;

2) Dua anggota PPS dan Personil Sekretariat PPS membagi tugas
masing-masing dalam kegiatan pembacaan berita acara hasil
Penghitungan suara dari TPS di wilayah kerja PPS, mencatat
perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan
Wakil Walikota Bogor dan menyiapkan formulir berita acara beserta
lampirannya.

7. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

a. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon
Walikota dan Wakil Walikota Bogor dilaksanakan dalam rapat pleno
PPS dapat dihadiri saksi pasangan calon walikota dan wakil walikota
dan Pengawas Pemilu Lapangan.

b. Ketua PPS, memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan
tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 berdasarkan
berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS beserta
lampirannya dan tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan
perolehan suara.

¢ Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan
dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang
berisi berita acara pemungutan suara dan serlilikat hasil penghitungan
suara di TPS,dengan kegiatan:

1) PPS dibantu oleh Sekretariat PPS dan/atau KPPS yang ditunjuk
memperlihatkan kotak suara berisi Model C-KWK.KPU, Model C1-
KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU yang masih terkunci
dandisegel, kemudian ~membuka dokumen-dokumen serta
membacakan Sertifikat Hasil Penghitungan suara di TPS yang
berisi data pemilih,penggunaan hak pilih, data penggunaan surat
suara dan dala suara sahdan tidak sah yang terdapat dalam
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(Model C1-KWK.KPU) dan dicatatkedalam formulir Catatan
Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di tingkat
Kelurahan (Model D1-KWK.KPU);

2) PPS dibantu oleh Sekretarial PPS dan/atau KPPS yang ditunjuk
membacakan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan
calon walikota dan wakil walikota (Lampiran Model C1-KWK.KPU)
dandicatal dalam Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan
perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor
Tahun 2013 di tingkat Kelurahan (Lampiran Model D1 - KWK .KPU);

3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada nomor 1) dan nomor 2)
dilaksanakan secara berurutan dimulai dari TPS nomar 1 (satu)
sampaidengan TPS nomor terakhir dalam satu wilayah kerja PPS
sampai selesai,

4) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksu. pada huruf a,
huruf b, dan huruf ¢, PPS memperhatikan kejadian khusus yang
terjadi dan apabila ada, dicatat dalam Pernyataan Keberatan Saksi
dan Kejadian Khusus yangberhubungan dengan rekapitulasi
penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor
Tahun 2013 di tingkat Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara
(Model D2-KWK.KPU),serta apabila tidak ada kejadian khusus,
dicatat nihil.

d. Pengawas Pemilu Lapangan wajib menyampaikan laporan atas dugaan
adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam
pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan
calon walikota dan wakil walikota kepada PPS.

e. Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya
pelanggaran,penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan
rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon
walikota dan wakil walikota kepada PPS.

f. PPS wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud
pada huruf d dan huruf e pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil

Walikota.

8. Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat

a. PPS membuat berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan
suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di
tingkat  Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-
KWK.KPU). Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan
suara Pemilihan Walikota dan Waril Walikota Bogor Tahun 2013 di
lingkat Kelurahanoleh Panitia Pengumutan Suara (Model D1-
KWK . KPU), Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di tingkat Kelurahan
oleh Panitia Pemungutan Suara (Lampiran Model D1-KWK.KPU).
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. Berita Acara dan sertifikal rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada
huruf a ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota PPS serta saksi
yang hadir dan dibubuhi cap PPS, kemudian dimasukkan ke dalam
sampul dan disegel.

. Dalam hal terdapat anggota PPS dan saksi pasangan calon Walikota
dan Wakil Walikota yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani
sebagaimana dimaksud pada huruf b berita acara rekapitulasi hast!
penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara pasangan Calon Walikota dan Wakil
Walikota ditandatangani oleh anggota PPS dan saksi yang hadir dan
bersedia menandatangani.

. PPS mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara
pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota tingkat kelurahan
(Lampiran Model D1-KWK.KPU) ditempat umum atau di tempat yang
mudabh di akses oleh masyarakat dalam wilayah PPS.

. PPS menyerahkan berita acara rekapitulasi penghitungan perolehan
suara pasangan calon walikota dan wakil walikota dan sertifikat
rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana di maksud pada
huruf a dan huruf btersebut untuk :

1) Saksi yang hadir, sebanyak masing — masing 1 (satu) rangkap;

2) Pengawas Pemilu Lapangan yang hadir, sebanyak 1 (satu) rangkap;
3) Pengumuman, sebanyak 1(satu) rangkap; dan

4) PPK, sebanyak 1 (satu) rangkap.

Saksi pasangan calon dan Pengawas Pemilu Lapangan yang hadir
yang menerima Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
dari PPS diminta menandatangani Tanda Terima Berita Acara dan
Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 Tingkat Kelurahan (Formulir Model
DB-KWK.KPU).

. PPS wajib menyerahkan kepada PPK kotak suara tersegel berisi berita
acara,serifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS;

. PPS menyerahkan kotak suara sebagaimana di maksud pada huruf f
dengan menggunakan Surat pengantar penyampaian Berita Acara
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPS kepada PPK (Model
D4-KWK KPU) dan Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas
Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemungutan Suara (Model D5-
KWK.KPU).

lo
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E. ;ggLCARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
EHAN SUARA DI KECAMATAN OLEH PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN

1.

Perlengkapan

Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi hasil penghitungan
perolehan suara diKecamatan terdiri atas :

a. Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi  hasil
penghitungan perolehan suara di Kecamatan terdiri atas :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Formulir-formulir untuk berita acara, sertifikat dan tanda terima;
sampul kertas;

segel Pilwalkot 2013,

spidol;

ballpoint;

lem perekat;

ruang rapat.

b. Formulir untuk penyusunan berita acara dan sertifikat sebagaimana
dimaksud dalam Nomor 1 huruf a.1), terdiri atas :

1)

2)

3)

4)

5)

Model DA-KWK.KPU untuk Berita Acara rekapitulasi  hasil
penghitungan suara Pilwalkot Bogor  Tahun 2013 di tingkat
Kecamatan oleh Panitia Pemilhan Kecamatan,

Model DA1-KWK.KPU untuk Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara Pilwalkot Bogor Tahun 2013 di tingkat
kecamatan;

Lampiran Model DA1-KWK.KPU untuk Sertifikat Rekapitulasi hasil
Penghitungan Suara Pilwalkot Bogor Tahun 2013 di tingkat
Kecamatan;

Lampiran Model DA1-KWK.KPU ukuran besar untuk Rekapitulasi
hasil penghitungan suara Pilwalkot Bogor Tahun 2013 di tingkat
Kecamatan;

Model DA2-KWK.KPU untuk Pernyataan keberatan saksi dan
kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi
penghitungan suara Pilwalkot Bogor Tahun 2013 di tingkat
Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan,

Model DA3-KWK.KPU untuk Surat Pemberitahuan waktu dan tempat
rekapitulasi penghitungan suara Pilwalkot Bogor Tahun 2013 tingkat

Kecamatan;

Model DA4-KWK.KPU untuk Surat Pengantar;
Modecl DA5-KWK.KPU untuk Berita Acara Penerimaan kotak suara

dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan

Kecamatan,
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9) Model DAB-KWK.KPU untuk Tanda Terima Penyampaian Berita
Acara Seriifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilwalkot Bogor
Tahun 2013 ditingkat Kecamatan;

c. Sampul digunakan untuk memuat formulir untuk berita acara dan
sertifikat hasil penghitungan suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil

Walikota Bogor Tahun 2013 (Sampul 111.8.1-KWK.KPU)

d. Segel Pilwalkot 2013 digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel
pada:

1) sampul sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan

2) Lubang kunci/gembok salah satu kotak suara berisi berita acara dan
sertifikat.

3) Lubang Kotak Suara.

e. Spidol untuk mencatat penghitungan suara pada pada fomulir Lampiran
Model DAI-KWK.KPU.ukuran besar.

f. Ballpoint untuk alat kerja.

g. Lem perekat digunakan untuk menempel sampul kertas dan segel
Pilwalkot 2013 setelah rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan
suara di PPK.

h. Ruang rapat untuk melaksanakan rapat rekapitulasi hasil penghitungan
perolehan suara di PPK yang dapat memuat peserta rapat yaitu dari
saksi pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota/tim kampanye,
Panwaslu Kecamatan, Pemantau, Ketua PPS serta penempatan kotak
suara yang berisi Berita Acara (Model D-KWK.KPU) dan sertifikat
(Model D1 -KWK.KPU dan Lampiran Model D1-KWK.KPU) dari seluruh

PPS dalam wilayah kerja PPK.

_ Penerimaan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan
Perolehan Suara dari Panitia Pemungutan Suara

a. PPK menerima kotak suara tersegel yang berisi berita acara rekapitulasi
hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara pasangan calon walikota dan wakil
walikota tingkat Kelurahan, dengan menggunakan formulir Model
D5-KWK.KPU.

b. PPK sudah menerima seluruh kotak suara yang berisi hasil

penghitungan perolehan suara pasangan calon walikota dan wakil

walikota dari PPS sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lama 1

(satu) hari setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan

perolehan suara di PPS selesai.

Kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon

Walikota dan Wakil Walikota dari PPS sebagaimana dimaksud pada

huruf a, disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin

keamanannya.
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3. Penyusunan Jadwal dan Pemberitahuan Pelaksanaan Rapat

a.

b.

Waktu pelaksanaan rapal rekapitulasi di PPK dilaksanakan paling lama
2 (dua) hari terhitung sejak batas akhir rekapitulasi tingkat kelurahan.
PPK menyusun jadwal acara pelaksanaan rapat rekapitulasi dengan
membagi jumlah Kelurahan dalam wilayah kerja PPK, sehingga
rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon walikota
dan wakil walikota diselesaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud
pada huruf a.

PPK sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan

kepada peserta rapat yaitu saksi pasangan calon dan Panwaslu

Kecamatan serta PPS mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil

penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan , paling lama 1 (salu)

hari sebelum pelaksanaan rapat.

Dalam surat pemberitahuan/undangan sebagaimana di maksud pada

nuruf ¢ untuk tertib penyelenggaraan rapat rekapitulasi hasil

penghitungan perolehan suara di PPK, dicantumkan ketentuan :

1) Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang
ditandatangani pasangan calon/tim kampanye pasangan calon
Walikota dan Wakil Walikota tingkat Kota Bogor atau tingkat
kecamatan kepada petugas PPK.

2) Kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir dalam rapat,
menyerahkan undangan kepada pelugas PPK;

3) Hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rapat;

4) Tempat pelaksanaan rapat;

5) Saksi harus hadir tepat waktu/sebelum rapat dimulai; dan

6) Jadwal pelaksanaan rekapitulasi dari PPS dalam wilayah kerja PPK
dari awal sampai dengan akhir;

4. Penyiapan Ruang Rapat

a. PPK dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas

peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi rekapitulasi hasil
penghitungan suara pasangan calon Walikota dan Wakil walikota Bogor
Tahun 2013 dari seluruh PPS di wilyah kerja PPK.

Apabila ruang rapat yang terdapat di kantor PPK tidak memenuhi
kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi hasil
penghitungan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dari
PPS. PPK berkoordinasi dengan Camat untuk mendapatkan ruang
rapal yang memenuhi kapasitas.

Ruang rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b sudah
disinpkan paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat
rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara,
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d. PPK mengadakan koordinasi dengan Camal dan pihak keamanan
dalam rangka pengamanan perlengkapan dan kotak suara
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

5. Penyiapan Bahan Rapat

a. Paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi
hasil penghitungan perolehan suara, PPK menyiapkan bahan rapat
antara lain :

1) kotak suara yang masih dikunci dan disegel berisi Berita
Acararekapitulasi hasil penghitungan suara serta Sertifikat
rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Walikata
dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 dari PPS dalam wilayah
kerja PPK;

2) perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan
perolehan suara;

3) daftar hadir peserta rapat; dan

4) alat tulis kantor.

b. Sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan
perolehan suara, PPK melakukan kegiatan :

1) mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan
perolehan suara dan tempat duduk Saksi, Panwaslu
Kecamatan, serta Ketua PPS diatur sedemikian rupa, sehingga
pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti
oleh semua yang hadir dengan jelas;

2) mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan
sedemikian rupa,sehingga mudah digunakan untuk keperluan
rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu formulir Seri
Model DA-KWK.KPU, rekapitulasi hasil penghitungan suara
(Model DA-KWK.KPU), sampul kertas/kantong  plastik
pembungkus serta segel, dan peralatan lainnya;

3) menempatkan kotak suara yang masih dikunci dan disegel di
dekat meja pimpinan rapat serta menyiapkan anak kuncinya.

6. Pembagian tugas

a. Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai pembagian tugas
kepada anggota PPK, Sekretariat PPK, dalam rangka pelaksanaan
rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara;

b. Pembagian tugas Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada huruf
a dalamPelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan

suara ditentukan :
1) Ketua PPK memimpin rapat rekapitulasi hasil penghitungan

perolehan suara.
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2) Keempat anggota PPK dan Sekretarial PPK membagi tugas
masing-masing dalam kegiatan pembacaan berita acara hasil
Penghitungan suaradi TPS dalam setiap kelurahan, mencatat
perolehan suara masing-masingpasangan calon Walikota dan
Wakil Walikota Bogor Tahun 2013, dan menyiapkan formulir
berita acara beserta lampirannya.

7. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

a. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon
Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan dalam rapat pleno PPK
yang dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon dan Panwaslu
Kecamatan.

b. Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat
dan tata cara rekapitulasi hasil panghitungan perolehan suara
pasangan calon walikota dan wakil walikota dalam Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 serta tala tertib
rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK.

c. Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan
sesuai dengan jadwal waktu untuk wilayah kelurahan dengan
kegiatan sebagai berikut :

1) PPK membuka kolak suara, meneliti dan membaca dengan jelas
Berita Acara dan Catatan pelaksanaan rekapitulasi  hasil
penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Bogor Tahun 2013 di tingkat kelurahan (Model D1-KWK.KPU),
dan dicatat dalam Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil
penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Bogor Tahun 2013 ditingkat Kecamatan (Model DA1-KWK.KPU):

2) PPK meneliti dan membaca dengan jelas, Sertifikat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Bogor Tahun 2013 tingkat kelurahan (Lampiran Model
D1-KWK.KPU) ukuran kecil, dan dicatat dalam Sertifikat
Rekapitulasi HasilPenghitungan Suara Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 tingkat Kecamatan (Lampiran
Model DA1-KWK.KPU).

3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2)
dilaksanakan secara berurutan dimulai rekapitulasi  hasil
penghitungan perolehan suara pasangan calon walikota dan
wakil walikota liap-tiap desa/kelurahan secara berurutan sampai
sclesai,

4) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
angka 1) dan angka 2), PPK mencatatl kejadian khusus yang
terjadi dalam Formulir kejadian khusus yang berhubungan
dengan rekapilulasi penghitungan  hasil perolehan  suara
pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di
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d.

tingkat kecamatan oleh PPK (Model DA2-KWK.KPU), dan
apabila tidak ada kejadian-kejadian khusus dicatat nihil.

Panwaslu Kecamatan wajib menyampaikan laporan atas dugaan
adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam
pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota kepada PPK.

. Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran,

penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi
hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Walikota dan
Wakil Walikota kepada PPK.

PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana
dimaksud pada huruf d dan huruf e pada hari pelaksanaan
rekapilulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon
walikota dan wakil walikota.

8. Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat

a.

PPK membuat Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan
perol=han suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor
Tahun 2013 di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilhan Kecamatan
(Model DA-KWK.KPU)} Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi hasil
penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor
Tahun 2013 ditingkat kecamatan (Model DA1-KWK.KPU), Sertifikat
Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil
Wali-»'1 Bogor Tahun 2013 di tingkat Kecamatan (Lampiran Model
DA1- X\ IK.KPU).

Beritn Acara dan sertifikat rekapitulasi ditandatangani oleh Ketua
dan ~"ruh anggota PPK serta saksi yang hadir dan dibubuhi cap
PPK, kemudian dimasukkan ke dalam sampul dan disegel.

Dalam hal terdapat anggota PPK dan saksi pasangan calon Walikota
dan '“Jakil Walikota yang hadir, tetapi tidak bersedia
mena - 1tangani sebagaimana dimaksud pada huruf b, berita acara
reko: itv!asi hasil penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil
pennli'ngan suara pasangan calon walikota dan wakil walikota
ditancz'angani oleh anggota PPK dan saksi yang hadir yang
berer i1 menandatangani.

pp¥  2ngumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan
su~ -asangan calon walikota dan wakil walikota tingkat
Ke~ - 'an di tempat umum atau ditempat yang mudah diakses oleh
m~+ - -<at dalam wilayah PPK.

Pr nyerahkan berila acara rekapitulasi hasil penghitungan
pe~' ! "n suara pasangan calon walikota dan wakil walikota dan
se ' 1. - rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut untuk:

1) - yang hadir, sebanyak masing-masing 1 (satu) rangkap;

2) slu Kecamatan yang hadir, sebanyak 1 (satu) rangkap,
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3) pengumuman, sebanyak 1 (satu) rangkap; dan

4) KPU Kota Bogor, sebanyak 1 (satu) rangkap.

PPK wajib menyerahkan kepada KPU Kota Bogor kotak suara
tersegel berisi berita acara, serifikat rekapitulasi hasil penghitungan
suara di PPK;

PPK menyerahkan kotak suara sebagaimana di maksud pada huruf f
deng~n menggunakan Surat pengantar penyampaian Berita Acara
Re%a:.:ulasi Hasil Penghitungan Suara dar PPK kepada KPU Kota
Bc jor (Model DA4-KWK.KPU).

F. TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULAS!I HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA DI KOTA BOGOR OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGr R

1. Perlengkapan

a. Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan
perole ~. suara di KPU Kota Bogor terdiri atas :

1)
2)
3)
4)
o)

for .lir untuk berita acara dan sertilikat;
san pul,
se’ ~' Pilwalkot Bogor Tahun 2013;

ala' tulis kantor termasuk komputer dan LCD; dan
ruc 7~ rapat.

b. Form: untuk penyusunan berita acara dan sertifikat, terdiri dari :

1)

2)

3)

4)

Mcdel DB-KWK.KPU untuk Berita Acara rekapitulasi  hasil
penchitungan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Be ;» Tahun 2013 di tingkat Kota Bogor oleh Komisi Pemilihan
Ur w1 Kota Bogor,;

M¢ el DB1-KWK.KPU untuk Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil
pe g itungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor
Tai.un 2013 di tingkat Kota Bogor,

Lampiran Model DB1-KWK.KPU untuk Sertifikat Rekapitulasi hasil
pe~ahitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor
T~ un 2013 tingkat Kota Bogor,

Le i ran Model DB1-KWK.KPU ukuran besar untuk Rekapitulasi
h- .il nenghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
B jo Tahun 2013 di tingkat Kota Bogor,

Mndel DB2-KWK.KPU untuk Pernyataan keberatan saksi dan
ke 7d an Khusus  yang berhubungan dengan  rekapitulasi
pr ~hitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor
T: u12013di KPU Kota Bogor;

[ ]
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6) Model DB3-KWK.KPU untuk Surat Pemberitahuan waktu dan tempat
rel-apitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil
W.likota Bogor Tahun 2013 tingkat Kota Bogor,

7) Model DBB6-KWK.KPU untuk Tanda Terima Penyampaian Berita
Acara Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilwalkot Bogor
Tahun 2013 di tingkat Kota Bogor,

Alat t i “antor termasuk komputer dan LCD sebagai pendukung rapat.

Ruan * r~nat untuk melaksanakan rapat rekapitulasi di KPU Kota Bogor.

2. Penerimaan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasidari Panitia
Pemilihon Kecamatan

a. KPU "o Bogor menerima kotak suara tersegel yang berisi berita acara
rekap uinsi hasil penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil
penghitungan suara pasangan calon walikota dan wakil walikota tingkat
Kecamatan, dengan menggunakan formulir Model DAS - KWK .KPU;

b. KPU “ota Bogor sudah menerima seluruh kotak suara yang berisi hasil
penghitungan suara pasangan calon walikota dan wakil walikota dari
PPK -'agaimana dimaksud pada huruf a paling lama 2 (dua) hari
setel- = szlaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK
seles : ~!'au pada.

c. Kotal suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon
walik 'a dan Wakil Walikota dari PPK sebagaimana dimaksud pada
huruf a, disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin
keam ~-1nya.

3. Penyus' ) Jadwal dan Pemberitahuan Pelaksanaan Rapat

a. Wak! pelaksanaan rapat rekapitulasi di KPU Kota Bogor dilaksanakan
palin. 'ama 2 (dua) hari terhitung sejak batas akhir rekapitulasi tingkat
keca: ' n

b. KPU ‘- 1 Bogor menyusun jadwal acara pelaksanaan rapat
rekar =i dengan membagi jumlah Kecamatan dalam wilayah kerja
KPU . “:a Bogor, sehingga rekapitulasi penghitungan perolehan suara
pase’ "1 r~lon walikota dan wakil walikota diselesaikan dalam waktu
seba - ~~a dimaksud pada huruf a.

c. KPU 'a Bogor sudah harus  menyampaikan  surat
pemb: uanfundangan kepada peserta rapat vyaitu saksi dan
Panv ¥~ta Bogor serta PPK mengenai pelaksanaan rapat
reka; si 11sil penghitungan suara tingkat Kota Bogor, paling lama 1
(sale - ' <~ "elum pelaksanaan rapal.

d. Dalo pemberitahuan undangan sebagaimana dimaksud pada
hur ntuk  tertib penyelenggaraan rapat rekapitulasi hasil
penc’ 1 perolehan suara di KPU Kota Bogor, dicantumkan
kete:

24

idih.kpu.go.id/jabar/bogor-kota




1) sa'si wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang
dit ~-lalangani pasangan calon/tim kampanye pasangan calon
wa ‘ota dan wakil walikota tingkat Kola Bogor dan undangan rapat
kepaca petugas di KPU Kota Bogor:

2) pir-: yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat
me arahkan undangan kepada petugas di KPU Kota Bogor:

3) ha “-ggal dan waktu pelaksanaan rapat;

4) ter - ' ~elaksanaan rapat; dan

5) sa  harus hadir tepat waktu/sebelum rapat dimulai;

4. Penyiape - Ruang Rapat

a. KPU I Jogor dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan
kapas - -2serta rapal dan penempatan kotak suara yang berisi hasil
pengt ~~an suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.

b. Apabil~ ':ang rapat yang terdapat di kantor KPU Kota Bogor tidak

meme-  kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang

berisi ' il penghitungan perolehan suara pasangan calon walikota dan

wakil «. "“ota dari PPK, KPU Kota Bogor berkoordinasi dengan

Peme-' . Daerah setempat untuk mendapatkan ruang rapat yang

meme ‘ “apasitas.

¢. Ruan¢ - at sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b sudah
disiap’ naling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat
rekapi ' i hasil penghilungan suara.

d. KPU "+ Bogor mengadakan koordinasi dengan Pemerintah
Daera™ pihak keamanan dalam rangka pengamanan perlengkapan
dan ki -:ara sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b.

5. Penyiap® “»an Rapat

1) Paling » 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil
pengl 'n suara, KPU Kota Bogor menyiapkan bahan rapat antara
lain :

1) ko' ::ara yang berisi Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan
st -erta Serlifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara
pa  "ncalon walikota dan wakil walikota di PPK;

2) pe ,-apan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan
st

3) da b dir peserta rapat; dan

4) al- ' ‘“antor termasuk komputer, printer, LCD Projector.

b. Sebe'. . laksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara,
KPUVo . gor melakukan kegiatan
1) m iL - tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan

tc- | tcduk Saksi pasangan calon walikota dan wakil walikota, dan
parvas. : Kota bogor serta Ketua PPK diatur sedemikian rupa.
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sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat
dilkutiz!eh semua yang hadir dengan jelas;

2) mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian
rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat rekapitulasi
hasil penghitungan suara, yaitu formulir rekapitulasi  hasil
penghitungan suara (Formulir  Seri DB-KWK.KPU), sampul
kertas/vantong plastik pembungkus serta segel, dan peralatan
Icinny ~:

3) nen~ -~atkan kotak suara yang masih dikunci dan disegel di dekat
m~ia pi:opinan rapat serta menyiapkan anak kuncinya.

6. Pembagian Tugas

a. KPU I"~'a Bogor dapat  membentuk kelompok  kerja
reka-itu' ~menghitungan suara pasangan calon walikota dan wakil
walikota.

b. Pembagian tugas dalam kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada
huruf a dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara
tingkat Kotn Bogor, diatur sehingga setiap anggota kelompok kerja
mendaps'" n tugas sesuai dengan kedudukan dalam kelompok kerja

tersebu.
7. Rekapitu'nasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

a. Rek~nitul~=' hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon
Wal'<otn - 1 Wakil Walikota dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Kota
Bogor *  dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon dan Panwaslu
Kota Bogor;

b, Ketv: '“"U “ota Bogor memberikan penjelasan mengenai jadwal acara
rapat dan 'ata cara rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan
calon W' sta dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil
Wa! ~'~ -qor Tahun 2013 serta tata terlib rapat rekapitulasi hasil
pen~bi - n perolehan suara di KPU Kota Bogor.

c. Peld’ .n rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan

~qn jadwal waktu untuk wilayah kecamatan sebagaimana

ses! f
dim~4< '~ » ~uf F angka 3., dengan kegiatan sebagai berikut:
1) + 7' upaten/Kota membuka kotak suara, meneliti dan membaca

[ ~1as Berita Acara dan Catatan pelaksanaan rekapitulasi

b shitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

: " ahun 2013 di tingkat Kecamatan (Model DA1-KWK.KPU),

f catat dalam Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil

‘ngan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walkota Bogor
) 7173 di tingkat Kota Bogor (ModelDB1-KWK.KPUJ.

2) | 'a Bogor meneliti dan membaca dengan jelas Sertifikat
! +~i Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan
\ ' y.&ota Bogor Tahun 2013 tingkat Kecamatan (Lampiran

-
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-1 DA1-KWK.KPU) ukuran kecil, dan dicatat dalam Sertifikat
. “ylasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan
+. ’alikota Bogor Tahun 2013 tingkat Kota Bogor (Lampiran

Aode! DB1- KWK.KPU),

> < T

3) Kegiatan dilaksanakan secara berurutan dimulai rekapitulasi hasil
pe - ““itungan suara pasangan calon walikota dan wakil walikota tiap
! -~matan/PPK secara berurutan sampai selesai:

4) [ -~laksanaan kegiatan KPU Kota Bogor mencatat kejadian
t vang lerjadi dalam Formulir kejadian khusus Yyang
t =t v jan dengan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan
<~ P-milihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di
ti= - * Yota Bogor (Model DB2-KWK.KPU), dan apabila tidak ada
k - vgjadian khusus dicatat nihil.

d. Pan ‘sta Bogor wajib menyampaikan laporan atas dugaan
adar | '~nggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam
pelz'~-~ - rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon
wali- -~ wakil walikota kepada KPU Kota Bogor.

e. Saks I-~at  menyampaikan laporan atas dugaan adanya
pela- -~ nenyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan
reks - nasil penghitungan suara pasangan calon walikota dan
wak 1 kepada KPU Kota Bogor.

f. KPU 'qor wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana
dim=" Aa huruf d dan huruf e pada hari pelaksanaan rekapitulasi
pen~ -~ suara pasangan calon walikota dan wakil walikota.

8. Penyur -rita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan

Suara

a. KPU ~7or membuat Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan
sua~ ' “an Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di
ting¥ 2 Bogor (Model DB-KWK.KPU), Catatan pelaksanaan
rek” -~asil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil
wa' qor Tahun 2013 di tingkat Kota Bogor (Model DB1-
KW dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara
Per "\likota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di tingkat
Kot~ - * ampiran Model DB1 -KWK.KPU).

b. Ber . [ Catatan rekapitulasi dan Sertifikat sebagaimana dimaksud
par' " ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kota Bogor
ser' ang hadir dan dibubuhi cap KPU Kota Bogor kemudian
dim . »dalam sampul dan disegel.

c. Da' dapat anggota KPU Kota Bogor dan saksi yang hadir,
tetr sorsedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada
hur \cara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikal
ret 1sil penghitungan suara pasangan calon walikota dan
wo' ditandatangani oleh anggota KPU Kota Bogor dan saksi
ya: ') bersedia menandatangani.

=
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KPU Xo'a Zzgor wajib memberikan 1 (satu) rangkap salinan berita
acara dan scrufikat penghitungan suara di KPU Kota Bogor untuk :

1) s¢ < azangan calon;

2) Paniarergawas Pemilu Kota Bogor;

3) KPU Provinsi; dan

4) ditemrpel cli tempat umum.

. KPU “c =~ =nr mengumumkan hasil rekapitulasi hasil penghitungan
pero' “- . 2 pasangan calon walikota dan wakil walikota dl tempat
umu- - 1 . ‘empat yang mudah di akses oleh masyarakat termasuk
dikar . "7, “ola Bogor.

KPU 4otu 2~ =r menyampaikan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi
hasil »e~7*" ngan suara pasangan calon walikota dan wakil walikota

kepaca -~ ~asangan calon dan Panwaslu Kota Bogor dibuatkan
tand- - ‘del DBB-KWK.KPU.

. Sete’ - -~ uat berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan
suar . . 1a 1 (satu) hari diputuskan dalam rapat pleno KPU Kota
Bog- u: '+ - -netapkan pasangan calon terpilih.

. Penc'ap~~ - -angan calon terpilih disampaikan kepada DPRD Kota
Bogr- -~ " iangka waktu 3 (tiga) hari.

Dalo - apat keberatan terhadap hasil Pemilihan Walikota dan

Wab '~ Pogor Tahun 2013 oleh pasangan calon ke Mahkamah

Kon- 1 | Kota Bogor menyampaikan pemberitahuan kepada

DPF " * ' .or berkenaan adanya keberatan tersebut.

Setc' » ~ an Mahkamah Konstitusi terhadap perselisihan hasil

Per “- ° slixota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013,KPU Kota

Boc- »~akan putusan Mahkamah Konstitusi, dengan ketentuan:

1) ¢ ~+ar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa
r.n.nc .+ pemohon ditolak, KPU Kota Bogor menyampaikan
1 < -~ -asangan calon terpilih paling lama 3 (tiga) hari setelah
r nc -~ alinan putusan;

2) ¢ " amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa
r 1 pemohon diterima sebagian atau seluruhnya :

~tusan tersebut bersifat putusan akhir, setelah KPU

| :or melaksanakan putusan tersebut dan melaporkan
b pad- “AahkamahKonstitusi serta berlaku ketentuan huruf .
crgke
P2 sutusan tersebut bersifat putusan sela, KPU Kota Bogor:
-1aksanakan putusan Mahkamah Konstitusi dalam tenggat
+ yang ditetapkan;

. -~orkan pelaksanaan putusan tersebut kepada
{ ~amah Konstitusi,
i ‘aksanakan putusan akhir Mahkamah Konstitusi; dan
'aksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
af j angka 1).
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G. REKAPITU! " ! 1/ 1L PENGHITUNGAN SUARA ULANG

1. Rekapitv !+ | penghitungan suara ulang berupa rekapitulasi hasil
penghitt a1 suara di PPS, PPK dan KPU Kota Bogor.

2. Rekapiti; *si has ' penghitungan suara di PPS, PPK, KPU Kota Bogor, dan
KPU Prcw < ..t diulang apabila terjadi keadaan :

a. rekap |+ sil penghitungan suara dilakukan secara lertutup;

b. reko . ° “asil penghitungan suara dilakukan di tempat yang
kuran- = 1 .tau kurang mendapatkan penerangan cahaya,

c. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang
kurar _ jchhe:

d. rekarit 175 ' -sil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang
kurar 15

e. sak- -+ 1 calon, Panitia Pengawas Pemilu Kota Bogor, dan warga
masy- 1 ‘idak dapat menyaksikan prosesrekapitulasi  hasil
pen~'. . ;an suara secara jelas; dan/atau

f. reko; *!'~~ hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau
wak' ‘r i -ang telah ditentukan.

3. Dalam ' " keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 2, saksi
pasanc 'au Pengawas Pemilu Lapangan, Panwaslu kecamatan,
Panwa- ~  “»gor dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi
hasil pr -~ 7 suara ulang di PPS, PPK, KPU Kota Bogor.

4, Rekap' penghitungan suara ulang di PPS, PPK, KPU Kota
Bogor, '~ ' * i iksanakan dan selesai pada hari/tanggal pelaksanaan
rekapit'

5. Rekap® penghitungan suara ulang yang disebabkan kerusuhan
yang | € - .an rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat
dilanju' a " anakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal
pemur 1 berdasarkan keputusan PPS, PPK, atau KPU Kota
Bogor , « Provinsi.

6. Dalam '&’ nerbedaan jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil
pengh’ ara dan PPS dengan sertifikat rekapitulasi hasil
pengh' : ‘a yang diterima oleh PPK, atas usul saksi pasangan
calon lir ' ~camatan,saksi pasangan calon tingkat Kelurahan,
Panw~ lan, atau Pengawas Pemilu Lapangan, PPK melakukan
pembel ctelah melaksanakan pengecekan dan/atau rekapitulasi
ulang « . termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan
suara ' ' 1ng bersangkutan.

7. Dalan erbedaan jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil
pengh ra dari PPK dengan serlifikal rekapitulasi hasil
peng' ) a yang diterima oleh KPU Kota Bogor, atas usul saksi
pasars tingkat Kota Bogor, saksi pasangan calon tingkat
Kecar: 1slu Kota Bogor, atau Panwasiu Kecamatan, KPU Kota
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Bogor mel~“uk-1 pembetulan data setelah melaksanakan pengecekan
dan/atau re ap 'asi ulang data yang lermuat pada sertifikat rekapitulasi
hasil perah ungan suara untuk PPK yang bersangkutan.

H. PENETAPAN CALON TERPILIH

1 Penetap-n € ~'- ~ Terpilih

a.

Pasar-2- = n Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara
lebih #r “0" lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai
pasanyan cal-n terpilih.

Apabi'a k.:'2' ' an sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak terpenuhi,
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara

lebihd~ri “~" ‘“na puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon
yang -~ ' - suaranya terbesar ditetapkan sebagai pasangan calon
terpilit #~ . “eputusan KPU Kota Bogor.

Dalarm =~ nr -~ngan calon yang perolehan suara terbesar sebagaimana
dimak-u" - - huruf b terdapat lebih dari satu pasangan calon yang
perolehan suuranya sama, penentuan pasangan calon terpilih dilakukan
berda~art - ~ +“'ayah perolehan suara yang lebih luas.

Apabi ' ~n sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak terpenuhi,
ataut - 7ng mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara
sah,d ~ -~milihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang
pertar ~ - menang kedua.

Apabi' ' nar —ang pertama sebagaimana dimaksud pada huruf d

diperc'~h 1+ -3sangan calon, kedua pasangan calon tersebut berhak
meng - “an putaran kedua.

Apab’ . ng pertama sebagaimana dimaksud pada huruf d
diperci. ~- - ~sangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama
dan b “kan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih
luas.

Apab’' - = - ~-ng kedua sebagaimana dimaksud pada huruf d diperoleh
lebih : sasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan
wilay: n suara yang lebih luas.

Pasa’ . Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara
terba putaran kedua ditetapkan sebagai pasangan calon
terpili g. <eputusan KPU Kota Bogor.

Calor "l terpilih, diusulkan oleh DPRD melalui Gubernur untuk
disah 1 Walikota.

Dala n Wakil ‘Walikota terpilih berhalangan tetap, calon
Walit lilantik meiadi Walikota.

Walit nmana dimaksud diatas mengusulkan 2 (dua) orang
calon . vota kepaca DPRD, berdasarkan usul partai pohtik atau
gabuv' ‘2 ' politik yang pasangan calonnya terpilih dalam
pemi lipilih dalam rapat paripurna DPRD.

Pem it \Walikota, rlilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD
yano 4 sekurar~-kurangnya % (liga perempat) dari jumiat
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W.

dengan

angge'n DFT7). yang mekanisme pelaksanaannya sesuai
ari sejak

peratu 'n t. * tertib DPRD, paling lama €0 (enam puluh) h
dinyatu: 7n b ‘halangan tetap.
Hasil pe rili2n Wakil Walikota, ditetapkan dengan keputusan DPRD dan

selan tnya « .sulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalul Gubernur

untuk ¢'sahk . dan selanjutnya dilantik menjadi Wakil Walikota

Dala~ hal ~n Walikota terpilih berhalangan tetap. calon Wakil
Wal!' ler itantik menjadi Walikota.

Calor " “~likota terpilih, diusulkan oleh DPRD kepada Menteri
Dala~ ' - ° “lalui Gubernur untuk disahkan menjadi Walikota

Walit - 32’ -amana dimaksud diatas, mengusulkan 2 (dua) orang
calon '~«il' ‘tola kepada DPRD berdasarkan usul partai politik atau
gabu~ on nolitik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan
unte' - -nrapal paripuma DPRD.

Pem' '  \Walikota, dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD
yanc ¢ '+ *"h sekurang-kurangnya % (tiga perempat) dari jumiah

angroi DPRY yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan
peratu: ~ t~t~ ‘~rtib DPRD, paling lama 60 (enam puluh) hari sejak

dinya'- " ~n ' ! 2'angan tetap.

Has' p -  Vakil Walikota sebagaimana dimaksud diatas, ditetap
kand. = n' \.san DPRD dan selanjutnya diusulkan kepada Menteri
Dalrn 1n1,i Gubernur untuk disahkan dan selanjutnya dilantik
menjac vua ! “lalikota.

Dalam ! wnqan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilin
berhalr ~~r * -n, partai politik atau gabungan partai politik yang
pas~nL . va meraih suara terbanyak pertama dan kedua,
mer v 7 angan calon kepada DPRD untuk dipilih menjadi
Wa' o. .1 Walikota paling lama 60 (enam puluh) hari sejak
dinyata® . © "ingan tetap.

Pemil!. =~ - *"gan Walikota dan Wakil \Walikota sebagaimana
dimaks* A.¢ -akan dalam rapat paripuma DPRD yang dihadiri oleh
seku va 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD,
yan© . ~mlaksanaannya sesuai dengan peraturan lata tertib
DP!

Has - ' ;asangan calon Walikota dan Wakil VWalikota
tersob -ite an dengan keputusan DPRD dan selanjutnya diusulkan
LB y=lam Negeri melalui Gubernur untuk disahkan dan

kepad?

sela~’ menjadi Walikota dan Wakil Walikota.

Pas Aap/atau tim kampanye yang terbukti melakukan
pe! . iikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya
unt* . ! i pemilih, berdasarkan putusan pengadilan yang
telc 5 .ekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan
pacar”

Per"- _ rgan calon dilakukan oleh KPU Kota Begor
ber ipat pleno KPU Kota Bogor.
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x. Kelentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf v dan w, dalam hal
pasangan calon terpilih telah dilantik sebagai Walikota dan Wakil
Walikota, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008

I. KETENTUAN LAIN-LAIN

1.

Ketentuan tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara
dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota oleh PPS, PPK dan
KPUKota Bogor sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, berlaku
untuk tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara oleh
PPS.PPK, dan KPU Kota Bogor apabila terjadi pelaksanaan Pemilinan
Walikota dan Wakil Walikota Putaran Kedua.

Bentuk dan jenis formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPS,
PPK dan KPU Kota Bogor adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran
Keputusan ini.

KPU Kota Bogor dapat menjalin kerjasama dengan instansi kepolisian
dalam menjaga keamanan dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan
suara di PPS, PPK, dan KPU Kota Bogor.

KPU Kota Bogor dapat menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Bogor
dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi penghitungan suara pada
tingkat, PPS, PPK dan KPU Kota Boger.

PPK dapat menjalin kerjasama dengan Camat dalam penyediaan fasilitas
untuk rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPK.

PPS dapat menjalin kerjasama dengan Lurah dalam penyediaan fasilitas
untuk rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPS.

Dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota, PPS, PPK, dan KPU Kota Bogor dapat
menggunakan sarana komputer dan peralatan pendukungnya.

KPU Kota Bogor wajib menyimpan, menjaga dan mengamankan keutuhan
kotak suara yang berisi surat suara dan berita acara (Model C-KWK.KPU)
dan catatan pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di tempat
pemungutan suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat hasil penghitungan
suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU), Berita Acara (Model DKWK.KPU).
dan Catatan pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di tingkat
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Kelurahan (Model D1-KWK KPU), Serifikat hasil penghitungan suara ¢
tingkat Kelurahan (Lampiran Model D1-KVIK.FPU), Berita Acara (Mode!l
DA-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walivota Bogor Tahun 2013 diTingkat
Kecamatan (Model DA1-KWK.KPU), Sertifirat Rerapitulasi  Hasi
Penghitungan Suara Pemilihan V/alikota dan VWakil V/alirata Bogar Tahun
2013 di Tingkat Kecamatan (Lampirantdodel DA1-KY/ ¥ P

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

e ) KETUA
7. Salinan sesuai aslinya
| ::‘;://,N’g_k\reta ris, ttd

AGUS TEGUH SURYAMAN, SH., S.KH

™~
Encep ME)'A Alhamidi, SH.MH
NIP: 19610404 198203 1 004
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LAMPIRAN Il KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

1

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

REKAPITULASI HASIL

17 TAHUN 2013
16 FEBRUARI 2013

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA. PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR SERTA
PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BOGORTAHUN 2013

JENIS FORMULIR
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA OLEH

PANITIAPEMUNGUTAN SUARA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN

KOMISI PEMILIHAN

UMUM KOTA BOGOR DALAM PEMILIHAN

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR TAHUN 2013

Model D-KWK.KPU

Model D1-KWK.KPU

Mode! D1-KWK.KPU
(ukuran besar)

Lampiran Model D1-
KWK.KPU

Lampiran Model D1-
KWEK.KPU (ukuran besar)

Model D2 - KWK.KPU

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Bogor Tahun 2013 di tingkat Kelurahan

oleh Panitia Pemungutan Suara.

Catatan  Pelaksanaan  Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di tingkat
Kelurahan

Catatan Pelaksanaan  Rekapitulasi Hasl!
Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di tingkat
Kelurahan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013
di tingkat Kelurahan

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pemilihan Walikota dan Wakil Waliketa Bogor
Tahun 2013 di tingkat Kelurahan

Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus
yang berhubungan  dengan Rekapitulasi
Penghitungan suara Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Boger Tahun 2013 di tingkat
Kelurahan
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g 5§ 12

12.

13.

14

15.

16

17.

Model D3 - KWK .KPU

Model D4 — KWK.KPU

Model D5 — KWK.KPU

Model DS - KWK.KPU

Model DA - KWK.KPU

Model DA1 - KWK.KPU

Model DA1 — KWK.KPU
(ukuran besar)

Lampiran Model DA1 —
KWK.KPU

Lampiran Model DA1 —
KWK .KPU (Ukuran Besar)

Model DAZ = KWK.KPU

Model DA3 - KWK.KPU

Suratl Pemberitahuan Waktu dan Tempat
Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilthan
Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013
di tingkat Kelurahan

Sural Pengantar

Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan
Berkas Kelengkapan Administrasi dan Panitia
Pemungutan Suara.

Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan
Sentifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor
Tahun 2013 di tingkat Kelurahan.

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Bogor Tahun 2013 di tingkat Kecamatan cleh
Panitia Pemilihan Kecamatan.

Catatan  Pelaksanaan  Rekapitulasi  Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di tingkat
Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.

Catatan  Pelaksanaan  Rekapitulasi  Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di tingkat
Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.

Sertilikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor
Tahun 2013 di tingkat Kecamatan oleh

Panitia Pemilihan Kecamatan.

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Begor Tahun 2013
di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan
Kecamatan.

Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus
yang  berhubungan  dengan Rekapitulasi
Penghitungan suara Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di tingkat
Kecamalan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan

Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat
Rekapitulasi  Penghitungan suara Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013
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18

18

20.

21

22.

23.

24

25.

27

Model DA4 — KWK KPU

Model DAS = KWK .KPU

Model DAG - KWK.KPU

Model DB — KWK.KPU

Model DB1 - KWK.KPU

Lampiran Model DB1 —
KWK.KPU

Model DB2 - KWK.KPU

Model DB3 — KWK .KPU

Mcdel DB4 — KWK.KPU

Model DB5 - KWK.KPU

di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan
Kecamatan.

Surat Pengantar

Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan
Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia
Pemungutan Suara

Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor
Tahun 2013 di tingkat Kecamatan

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Bogor Tahun 2013 di Tingkat Kota Bogor oleh
Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.

Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di Tingkat Kaota
Bogor oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.

Sertilikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor
Tahun 2013 di Tingkat Kota Bogor oleh Komisi
Pemilihan Umum Kota Bogor.

Pemyataan keberatan saksi dan kejadian khusus
yangberhubungan dengan Rekapitulasi
Penghitungan suara Pemilihan Walikota dan
Wak.! Walikota Bogor Tahun 2013 di Tingkat Kota
Bogur

Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat

Rekapitulasi  Penghitungan suara Pemilihan
Waliota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013
di Ti -gkat Kota Bogor

Suwial Pengantar

Benth Acara Penerimaan Berkas Kelengkapan
Adn ~istrasi dari Komisi Pemilihan Umum Kota
Bog r
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